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RINGKASAN 

 

Nurul Fitrah. Mei 2025. IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 16 
TAHUN 2019 (ANALISIS KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN). Skripsi, 
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 
Mangkurat,  87 halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 

Kota Banjarbaru merupakan salah satu penyandang gelar Kota Layak Anak yang 
dianugerahkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sejak tahun 
2018. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mewujudkan Kota Banjarbaru 
menjadi Kota Layak Anak ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. KLA memiliki 5 klaster, 
salah satunya yaitu klaster hak sipil dan kebebasan. Klaster hak sipil dan kebebasan 
mempunyai 3 indikator yaitu 1) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan 
kutipan akta kelahiran: 2) tersedia fasilitas informasi layak anak; 3) jumlah kelompok 
anak. termasuk forum anak yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung anak. 
Berdasarkan  Surat Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2023 Kota Banjarbaru menempati urutan kedua terendah untuk presentase nilai 
kluster 1, yakni hanya sebesar 32%. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, khususnya pada Klaster 
Hak Sipil dan Kebebasan. Tujuan spesifik dari penelitian ini untuk mendeskripsikan 
bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Kota Layak di Kota Banjarbaru untuk klaster hak sipil dan kebebasan dan untuk 
menganalisis faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Kota 
Layak Anak oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pengimplementasian Peraturan 
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak di Kota Banjarbaru 
khususnya klaster hak sipil dan kebebasan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang 
bersifat deskriptif-analitis yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan 
memberikan data yang sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan kondisi, atau 
gejala-gejala lainnya dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statue approach) dan sosiologi hukum (socio-legal approach). 
Yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lalu melakukan 
wawancara terhadap pihak-pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota 
Banjarbaru Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan, seperti Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta DP3APMP2KB serta 
dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data lapangan, yang kemudian melakukan 
pengolahan dan penyajian data. 



 

xi 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak sipil anak, seperti 
identitas dan akta kelahiran, telah berjalan optimal melalui berbagai program inovatif 
seperti Lari Say, Lapat Enak, Bintang Empat, KIA Goes to School, serta aplikasi 
layanan daring. Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Kota 
Banjarbaru mencapai 98,33% dan kepemilikan KIA sebesar 64,54% untuk tahun 2023, 
angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pemenuhan hak 
kebebasan anak, keterlibatan Forum Anak Daerah Kota Banjarbaru dalam Musrenbang 
dan RPJMD Kota Banjarbaru menunjukkan adanya ruang partisipasi anak dalam 
pembuatan kebijakan publik. Salah satu bukti nyata partisipasi anak melalui FAD 
adalah realisasi revitalisasi Taman Van Der Vijl awal 2025 dimana mereka 
menyuarakan terkait RBRA dan RTH pada Musrenbang Banjarbaru 2024. Pada 
layanan ILA, Pemerintah Kota Banjarbaru secara maksimal telah menyediakan 
berbagai fasilitas ILA seperti Perpustakaan (Ruang Baca Anak), Perpustakaan Keliling 
(Mobil Perling dan Mobil Perpustakaan Ramah Anak), Pojok Baca Taman Mawar, 
Studio Mini dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh kecamatan 
serta menyediakan ILA melalui PISA. 

Faktor pendukung yang membantu dalam pengimplementasian Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan 
meliputi regulasi yang jelas mengenai KLA di Kota Banjarbaru, komitmen pemimpin 
dan pelaksana kebijakan dan adanya keterlibatan stakeholder. Adapun faktor 
penghambatnya meliputi, keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, 
dan masih rendahnya kesadaran SKPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 
koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran dan SDM, serta pelibatan Forum Anak 
secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan untuk mendukung Kota Banjarbaru 
menjadi Kota Layak Anak yang ideal. 
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ABSTRAK 

 

Untuk mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara 
berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, 
indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa klaster, salah satunya klaster hak 
sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas 
anak, tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kota layak anak pada klaster 
hak sipil dan kebebasan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 
yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam 
mengimplementasikan perda ini, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil 
dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum 
sepenuhnya maksimal. Pada klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan 
anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, 
Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program 
Inovasi Lari Say, Lapat Enak, Pelanduk Posyandu, Bintang Empat, KIA Goes To 
School dan Kampung Tertib Administrasi Kependudukan (KTA) untuk mengurus akta 
kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pada hak kebebasan, Pemerintah Kota 
Banjarbaru telah  melibatkan FAD dalam berbagai kegiatan pemerintah. Pada layanan 
ILA, Pemerintah Kota Banjarbaru secara maksimal telah menyediakan berbagai 
fasilitas ILA yang sesuai dengan usia anak dan menyediakan ILA melalui PISA. 
Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran, terbatasnya sumber daya 
manusia dan masih rendahnya kesadaran SKPD terkait. 

Penelitian ini merekomendasikan prnguatan koordinasi antarsatuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) Banjarbaru dan pelibatan forum anak dalam perencanaan kebijakan 
secara merata, khususnya forum anak yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. 

Kata kunci (keyword): Kota Layak Anak, Implementasi, Hak Sipil dan Kebebasan. 
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